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PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Lmg

S

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lamongan 11
Februari 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXxX XXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR,

dengan domisili elektronik pada alamat email
indahistigomah1102@gmail.com sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lamongan 09
Oktober 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXX XXXXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR ,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2025

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor
39/Pdt.G/2025/PA.Lmg, tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan

Tergugat pada tanggal 30 April 2019, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA
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XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:

0084/39/1V/2019, tanggal 30 April 2019;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan,

dan status Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di kediaman orangtua Penggugat di XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXX XXXXXKX XXXKXXXXK XXXXKKXXX XXXXXXKXXX XXXXXXXX selama 5 tahun;

4, Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan badan (Bakda dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak
bernama ANAK 1, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Lamongan 26 Januari 2020, kini
anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2023 Penggugat dan
Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering
bermain judi online, bahkan hingga menjual barang-barang berharga
Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka
sejak bulan Mei tahun 2024 Tergugat pergi emninggalkan tempat kediaman
orangtua Penggugat dan kini Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua
Tergugat di Dusun Sugihan RT.008 RW.002 Desa Sugihan XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX, sehingga berpisah tempat tinggal selama Mei 2024;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut
mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan
lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan
Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.
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2. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak,
memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
datang menghadap di muka persidangan selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan
mediator H. Kasno, S.Ag. sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Februari
2025, dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana
tercantum dalam perubahan surat gugatan Penggugat terkait hak-hak Termohon
paska perceraian yakni kesanggupan Tergugat untuk memberikan kepada
Termohon berupa nafkah untuk seorang anak ANAK 1 sejumlah Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) diluar biaya
kesehatan dan pendidikan, sedangkan untuk perkara perceraian mediasi tidak
berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan
jawaban dan menyerahkan kepada Penggugat apakah akan tetap bercerai atau
akan rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa atas tanggapan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap

akan bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti :
A. Surat
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0084/39/IV/2019 tanggal 30 April

2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK KTP :
XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh
Pemerintah XXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi xxxx Xxxxxx bermaterai cukup,
telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxX, bertempat
tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri
karena saksi ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di
kediaman orangtua Penggugat di XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXK XXXXXXXXX XXXXXXXX selama 4 tahun 11
bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 1
orang anak bernama ANAK 1, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Lamongan 26
Januari 2020, kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena bertengkar bahkan
telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN,
JAWA TIMUR sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN
LAMONGAN, JAWA TIMUR,;
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- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar

berdasarkan cerita atau pengakuan Penggugat kepada saksi;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi
tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat;

- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi
tidak berhasil,

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx
XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di
kediaman orangtua Penggugat di Dusun Sugihan RT.008 RW.002 xxxx
XXXXKXXX XXXXKXXXK XXKXXXXK XXXXXXXXX XXXXXXXX selama 4 tahun 11
bulan;

- Bahwa benar sejak bulan Mei tahun 2024 sampai sekarang Penggugat
dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar
sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi berdasarkan pengakuan
Penggugat kepada saksi;

- bahwa menurut Penggugat, pertengkarannya dengan Tergugat
disebabkan oleh Tergugat sering bermain judi online, bahkan hingga
menjual barang-barang berharga Penggugat tanpa sepengetahuan
Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA
TIMUR, sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN,
JAWATIMUR ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang untuk menjenguk
Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat

tetapi tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak
berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo
telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator H. Kasno, S.Ag., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03
Februari 2025, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait
nafkah anak paska perceraian yaitu kesanggupan Tergugat untuk memberikan
kepada Termohon berupa nafkah untuk seorang anak ANAK 1 sejumlah
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh
persen) diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak berusia 21 tahun,
sedangkan untuk perkara perceraian mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis
hakim akan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa
:nafkah untuk 1 orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan
sampai anak berusia 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh
persen) diluar biaya kesehatan dan pendidikan

Menimbang bahwa dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo
telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 serta Pasal 25 ayat 1 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan;
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Pokok Perkara

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara
yang dimulai dengan pembacaaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah
tidak harmonis lagi disebabkan oleh Tergugat sering bermain judi online, bahkan
hingga menjual barang-barang berharga Penggugat tanpa sepengetahuan
Penggugat sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran
yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak Mei 2024 hingga sekarang dan
tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan
mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya
dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, apakah tetap akan bercerai
Tergugat atau akan mempertahankan rumah tangga;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat yang pada pokoknya membantah
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan kalaupun
pernah bertengkar hanya pertengkaran biasa yang sering terjadi dalam rumah
tangga dan masih ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri. Meski
demikian Tergugat mengakui bahwa dirinya telah berpisah tempat tinggal dengan
Penggugat sejak Mei 2024;

Fakta Yang Tidak Dibantah
Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak
disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai
berikut :
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 30 April 2019 dan Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 1 orang anak
bernama ANAK 1, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Lamongan 26 Januari 2020, kini
anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di ... dan

terakhir bertempat tinggal bersama di kediaman orangtua Penggugat di xxxxx
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XXXXXXX XXXXXK XXXXXK XXXX XXXXXKK XXXXHXXXXK XXXXKXKXXK XXXXXXKXX XXXXXXXXK

selama 4 tahun 11 bulan ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei

2024;

1. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang

menjenguk Penggugat;
Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa meskipun jawaban Tergugat yang mengakui seluruh

dalil-dalil Penggugat namun dalam perkara perceraian Penggugat tetap harus
dibebani pembuktian untuk mewujudkan azas mempersulit terjadinya perceraian
sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685
KUHPerdata jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat
berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat ( P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas
nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai
akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165
HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri yang sabh;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas
nama Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik,

telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
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mengenai identitas Penggugat oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata
membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama
Lamongan;

Menimbang, bahwa saksi | Penggugat bernama SAKSI 1, sudah dewasa
dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR ayat
(1) serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019;

Menimbang bahwa keterangan saksi | Penggugat yang pada pokoknya
menyatakan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi
mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi
berdasarkan pengakuan Penggugat namun saksi mengetahui Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024, saat ini Penggugat tinggal
di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR sedangkan Tergugat tinggal di
KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR dan selama berpisah tempat tinggal
Tergugat tidak pernah / jarang datang untuk menjenguk Penggugat apalagi
mengajaknya pulang ke rumah tempat kediaman bersama. Selain itu keluarga
Penggugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Il Penggugat bernama SAKSI 2, sudah dewasa
dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR ayat
(1) serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan ;

Menimbang keterangan saksi Il Penggugat pada pokoknya menyatakan
mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat

berdasarkan pengakuan atau cerita Penggugat kepada saksi dan tidak pernah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melihat ataupun mendengar secara langsung tetapi saksi mengetahui Penggugat

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024, Penggugat tinggal di
KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR sedangkan Tergugat tinggal di
KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR. Selain itu keluarga pernah berupaya
mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;;

Menimbang bahwa meskipun kedua saksi Penggugat menyatakan tidak
pernah melihat dan atau mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi
antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi kedua saksi memberikan keterangan
yang saling bersesuaian dan menyangkut pokok perkara mengenai perpisahan
tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Mei 2024,
Penggugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR sedangkan
Tergugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR;

Menimbang bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak Mei 2024 dapat dijadikan sebagai bukti tidak langsung (indirect
evidence) atau indikator tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah
tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran. Tidak mungkin
seorang suami atau isteri akan meninggalkan kewajibannya terhadap
pasangannya jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa
yang berujung terjadinya perpisahan tempat tinggal atau setidak-tidaknya salah
satu pihak tidak dapat lagi merasakan ketenteraman batin dan kebahagiaan dalam
rumah tangganya seperti dalam perkara ini. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan
Penggugat yang tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan
kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi
syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172
HIR;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri Bakda dukhul,

dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1 lahir tanggal 26 Januari
2020, kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa upaya perdamaian dari keluarga dan majelis hakim tidak

berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
Mei 2024;
1. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang

menjenguk Penggugat apalagi mengajak Pengggugat untuk kembali pulang
ke rumah kediaman bersama;
2. Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai
perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri

Menimbang bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam:
1. AlQuran
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Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka
kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan
seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam
itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi
Maha Mengenal.” (An-Nisa’ ayat 35)

2. Kaidah figh yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Figh as-Sunnah Juz

Il halaman 248-249 :
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Artinya:  "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan
keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan
hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan
suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil
mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’'in kepada
istrinya";

3. Peraturan perundang-undangan yaitu penjelasan Pasal 39 ayat 2
huruf (f) Undang-Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan huruf C angka 1;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu
petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Inpres Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu
bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :nafkah
untuk 1 orang anak bernama ANAK 1 lahir tanggal 26 Januari 2020 sejumlah
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak berusia 21 tahun
atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) diluar biaya kesehatan
dan pendidikan

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Lamongan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramly Kamil, M.H. dan Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H.,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maftuhin, S.H. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis
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H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H. Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maftuhin, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP
a. Pendaftaran ‘Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T ‘Rp 20.000,00
c. Redaksi :Rp 10.000,00
2. Biaya Proses :Rp  100.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp 40.000,00
4, Biaya Sumpah :Rp 50.000,00
4, Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)
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